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  Permasalahan sampah di Indonesian dari hari ke hari semakin memprihatinkan. 
Hal ini dapat dilihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan sampah. 
Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota 
Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan sampah di wilayah 
Lampung Barat mulai dapat terlihat dari banyaknya penumpukan sampah yang ada di 
wilayah Lampung Barat. Kurang baiknya dari tehnik operasional persampahan, 
kelembagaannya, dan terutama peran serta masyarakatnya yang tingkat kesadarannya 
masih rendah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk menghindari semakin 
banyaknya volume sampah yang ada di  pemerintah Lampung Barat membuat Peraturan 
daerah mengenai pengelolaan sampah. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat  Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. 
  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1). Bagaimana  Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 
Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ? (2). 
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya 
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ? 
  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan 
yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data 
pelengkap dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga 
cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon 
Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana meskipun 
masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah dimanfaatkan 
menjadi pupuk organik, botol-botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-
lain. Adapun kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam 
pengelolaan sampah di pekon Purajaya dikarenakan belum ada tempat penampungan 
penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan 
terpaksa di bakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai 
serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMP (Badan 
Usaha Milik Pekon) Jaya Bersama Pekon Purajaya. Adapun menurut pandangan hukum 
Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan 
pengelolaan sampah yang dilakukan di Pekon Purajaya menjadi hal yang berguna 
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“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
Yang berbuat kerusakan.” 
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 BAB I 
 PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai isi dari judul skripsi ini 
maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat 
pada judul skripsi secara detail.Skrispi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan 
Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” Adapun hal-hal penting yang 
berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan “sebagai hasil 




2. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk 
menyatakan hukum-hukum yang tercantum dalam ranah atau wilayah kajian 




3. Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan suatu 
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 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta:Balai Pustaka, 1990),951. 









4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang 




5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
5
. 
Beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah 
sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanan pengelolaan sampah yang 
ada di Kabupaten Lampung Barat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu. 
B. Latar Belakang 
Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah 
menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia 
saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya 
untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana 
persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus 
menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan 
pola konsumsi,dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan 
sampah,jenis,dan keberagaman karakteristik sampah. 
Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya 
sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan,tidak dipakai, 
tidak dikenangi atau harus dibuang, sedemikan rupa sehingga tidak sampai 
mengganggu kelangsungan hidup, Dalam Ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda 
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 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 1 Ayat (8) 
  
5
Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 





atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau 
harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (waste). 
Kecuali sampah (refuse), kotoran manusia (human waste), air limbah dan atau air 
bekas (sewage) serta sisa-sisa industri (industrial waste) termasuk pula ke 
dalamnya. 
Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan 
sampah (refuse) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi 
atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri),tetapi yang bukan biologis 
karena human waste tidak termasuk ke dalamnya) dan umunya  bersifat padat 
(karena air bekas tidak termasuk di dalamnya. 
Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok 
dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar 
terhadap kuantas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume 
timbulan sampah memerlukan pengelolaan.  
Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, 
yang tidak disenangi dan yang harus dibuang,maka sampah tentu saja harus 
dikelola dengan sebaik-baiknya, sedimikian rupa sehingga hal-hal yang negatif 
bagi kehidupan  tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu 
pengelolaan sanpah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat 
berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium 





dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak 
menimbulkan bau (segi estetis, tidak menimbulkan kebakaran dan lain 
sebagainnya. 
Dalam ilmu kesehatan lingkungan,pembicaraan tentang pengelolaan sampah 
meliputi tiga hal pokok yakni:
6
 
1. Penyimpanan sampah (refuse stroge) 
 Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, 
sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta 
dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu 
tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, 
restoran,hotel dan lain sebagainya. 
2. Pengumpulan sampah (refuse collection) 
 Sampah yang disimpan sementara dirumah, kantor atau restoran, 
tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan 
dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan 
cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya 
penanganan masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh 
masyarakat secara bergotong rotong. 
3. Pembuangan sampah (refuse disposal) 
 Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk 
dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan 
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sampah atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan 
terhadap sampah. 
Dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan 
bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 




Tugas pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat didalam 
Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 dan pasal 7 yang berbunyi pemerintah 
daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang 
baik dan berwawasan lingkungan.
8
 
Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri 
atas: 
1. Menumbuhkankembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam pengelolaan sampah. 
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan 
penanganan sampah. 
3. Memfasilitasi,mengembangkan,dan melaksanakan upaya pengurangan, 
penanganan, dan pemanfaatan sampah. 
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4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi pengembangan 
manfaat hasil pengelolaan sampah. 
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 
pengelolaan sampah. 
6. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. 
7. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, 
dan 
8. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
9
 
Adapun wewenang dari bupati terhadap pengelolaan sampah terdapat 
didalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 4 
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8 yang berbunyi: 
1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 
kebijakan nasional dan provinsi. 
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan 
norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. 
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 
dilaksanakan oleh pihak lain. 
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 
pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir 
sampah. 
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5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir 
sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan 
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 
sampah sesuai dengan kewenangan.
10
 
 Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke 
seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat 
mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. 
Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 : 
                         
          
Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-Araf: 56)
11
 
Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia 
membuat kerusakan di muka bumi allah SWT mengirimkan manusia sebagai 
khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara 
bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan 
sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, 
pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah 
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kelakukan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru 
merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. 
 Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan 
barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai 
penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.Membuang sampah sembarangan 
dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri 
maupun orang lain hukumnya haram.Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola 
sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.Mendaur 
ulangsampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat 
hukumnya wajib kifayah. 
 Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh 
Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu 
mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, 
jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak 
disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk 
melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan 
dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan 
keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat 
bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan 
kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat 






 Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan 
seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. Dengan kata 
lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih 
belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandaskan bahwa kebersihan 
bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Dalam 
hadis mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah 
sebagai kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca 
“Alhamdulillah” itu memenuhi mizan (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, 
Berzikir “Subhanallah walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan 
bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, 
sabar itu sinar bagi umat Islam dan al quran merupakan pedoman hidup umat 
Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat 
bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana 
keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar. 
Dari penelitian yang penulis lakukan di Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun 
Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Terdapat beberapa masalah mengenai 
pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat  Pekon 
Purajaya cara pemanfaatan sampah yang benar karena kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh aparatur Pekon Purajaya, dan masih kurangnya sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus 
dibakar dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat pekon 
purajaya ataupun pekerja pengelolaan sampah yang ada di Pekon Purajaya. 





organik tetapi permasalahan yang terjadi belum adanya penampungan tempat 
penjualan pupuk organik tersebut sehingga pupuk organik tersebut hanya dapat 
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Pekon Purajaya tetapi tidak semua 
masyarakat Pekon Purajaya dapat menerima pupuk tersebut masyarakat masih 
lebih memilih pupuk pabrik sehingga pembuatan pupuk organik yang ada di 
Pekon Purajaya sementara waktu harus dihentikan karena tidak adanya biaya 
pemasukan dari memprosuksi pupuk organik tersebut. 
Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan 
dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta mempaparkannya dalam 
bentuk skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun 
Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. 
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian 
Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus peneliatian adalah : 
1. Fokus Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan 
fokus penelitian ini yaitu,Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah ”(Studi Di Pekon Purajaya 







2. Sub Fokus Penelitian 
 Dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis 
memfokuskan penelitiannya bagaimana Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah, Penelitian 
merumuskan Sub Fokus Penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Implementasi Pengelolaan Sampah 
b. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sampah 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Barat  Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon 
Purajaya  Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat? 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan 
khusus. Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat 









  1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahuiImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 
Sampah. 
b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. 
  2. Tujuan Subjektif 
a. Kajian sesuai disiplin ilmu penulis tekuni. 
b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) 
 Jurusan Siyasah di UIN Raden Intan Lampung. 
F. Signifikasi Penelitian 
 Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 
dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah : 
a. Manfaat Teoritis 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis 
khususnya hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Study Di Pekon Purajaya Kecamatan 
Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, dan diharapkan akan membawa 
                                                             
  
12
Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar,  Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta, 





sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 
hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. 
b. Manfaat Praktis 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali 
nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, 
agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan 
memberikan manfaat secara teoritis yang luas terhadap hukum Islam. 
G. Kajian Terdahulu yang Relevan 
 Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa 
jurnal yang topiknya sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi 
pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini : 
 Resti Ramayanti (2017), Sistem Operasional Bank Sampah Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro). 
Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sistem menabung di bank sampah cangkir 
hijau anatara lain nasabah datang langsung ke bank sampah cangkir hijau metro 
dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan oleh nasabah, bagi nasabah 
yang tidak bisa datang langsung ke bank sampah cangkir hijau maka dapat 
menghubungi bank sampah cangkir sehingga akan ada karyawan yang menjemput 
sampah dari nasabah, untuk selanjutnya bagi yang belum memiliki nomor 
rekening maka akan diarahkan untuk membuka nomor rekening sekaligus 
mendapatkan buku tabungan pada meja costumerservice, selanjutnya nasabah 
akan diarahkan pada pemilahan dan penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan 





gudang yang berisikan rincian sampah kepada meja costumerservice, selanjutnya  
costmerservice akan menjelaskan produk-produk di bank sampah cangkir hijau 
dan nasabah di perkenakan untuk memilih salah satu dari produk 
tersebut,penginputan data pada bank sampah cangkir hijau sudah menggunakan 
sistem komputerisasi di mana data yang sudah diinput nantinya akan di posting 
dalam blog/website, selanjutnya nasabah menuju teller untuk menarik tunai 
ataupun mengambil buku tabungan. Selanjutnya setelah sampah dari nasabah 
terkumpul di bank sampah cangkir hijau maka para petugas bank sampah akan 
mendistribusikannya, Distribusi sampah dilakukan dengan menyetor sampah yang 
sudah terkumpul kepada pengepul sampah yang lebih besar selain itu, Pihak 
pengumpul sampah juga akan memberikan info terkait harga sampah yang 
mengalami fluktuatif setiap waktu. Dengan menghetaui perubahan harga maka 
pengelola bank sampah cangkir hijau akan menyampaikan kepada nasabah bank 
sampah. Sehingga ada transparansi harga kepada nasabah bank sampah cangkir 
hijau agar tidak terjadi transaksi yang dilarang oleh Islam. Karena pengelolaan 
sampah memberikan maslahat besar bagi diri sendiri, anak cucu dan alam sekitar, 
tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya 
kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut adil dalam segala aktivitas yang 
memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi 
dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah. Berdasarkan ayat di atas 
bahwasanya praktek bank sampah di perbolehkan dalam Islam karena dapat 
memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah 





merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam 
islam. Penelitian ini lebih fokus pada sistem menambung dibank sampah cangkir 
hijau, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus Implementasi 
Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya.
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 Dominikus Baping (2015),Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan 
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hasil dari penelitian ini adalah 
Implementasi Peraturan Daerah Kabaupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 
tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai 
Barat telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada 
pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara aplikatif 
pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah 
yang berserakan di berbagai tempat, baik dijalanan, tempat-tempat umum maupun 
di tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut disebabkan terbatasnya 
kapasitas penampungan sampah sementara sehingga tidak mampu menampung 
volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan 
raya, sampah perkantoran maupun sampah industri.Kurang efektifnya pengelolaan 
sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong 
Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. 
Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur 
pengelolaan sampah, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah 
serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang 
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membuang sampah di sembarang tempat.Penelitian ini lebih fokus pada 
Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong 
Tongkok Kabupaten Kutai Barat,Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak 
hanya fokus terhadap  Implementasi Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya 




 Nino Heri Setyoadi (2017), Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan 
Bogor, Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan tokoh masyarakat dalam 
pengelolaan sampah partisipatif berperan penting dalam mempelopori, 
mengkampanyekan, dan mengelola sampah dilingkungannya. Dalam 
mempelopori pengelolaan sampah, masyarakat kita masih membutuhkan figur 
teladan yang dapat dijadikan panutan. Tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak 
dalam pengelolaan sampah di kota bogor merupakan tokoh pemuda, ibu-ibu PKK 
hingga ketua RT/RW dan lurah, para tokoh pemuda memandang kebiasaan 
masyarakat membuang sampah sembarangan ke suangai merugikan masyarakat 
dan harus dihentikan. Para pemuda tersebut menambil resiko bertentangan dengan 
masyarakat umum ketika pemerintah berencana memfasilitasi TPS 3R di 
lingkungan mereka. Dengan kegigihan para pemuda, dampak positif pengelolaan 
sampah dengan pola 3R terhadap lingkungan dapat dibuktikan. Sehingga anggota 
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masyarakat yang sebelumnya menolak, menjadi terlibat dalam pengelolaan 
sampah partisipatif. Peran tokoh perempuan yang bergerak dalam wadah gerakan 
PKK juga cukup seignifikan. Gerakan PKK di Kota Bogor menjadi mitra Dinas 
Kebersihan dan Pertemanan (DKP) Kota Bogor dalam mensosialisasikan 
pengelolaan sampah skala rumah tangga. Mereka bergerak aktif dilakukan 
penerapan TTG pembuatan kompos dengan metode takakura di kelurahan 
Cilendek Barat, Mekarwangi, Cibuluh dan Cibadak. Gerakan PKK juga 
dimanfaatkan oleh tokoh pemuda di kelurahan Mulyaharja untuk 
mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R di masyarakat. Selain itu, peran tokoh 
formal seperti ketua RT/RW dan lurah tidak kalah penting. Mereka yang selama 
ini memfasilitasi masyarakat dalam pemilihan lokasi 3R, mendukung KSM ( 
Kelompok Keswadayaan Masyarakat) pengelola TPS 3R di lingkungan mereka. 
Tanpa dukungan dan fasilitasi ketua RT/RW dan lurah, keberadaan TPS 3R akan 
sulit diwujudkan. Dukungan tokoh formal semakin menguatkan kiprah para tokoh 
informasi yang bergerak dilapangan. Tokoh atau kader lingkungan sebagian besar 
merupakan inisiasi masyarakat yang didamping oleh fasilitasi CSR swasta 
nasional melalui yayasan WALIBAR. Oleh karena itu peran LSM tersebut dalam 
menginisiasi dan mendapingi secara berkelanjutan sangat berarti bagi tumbuh 
dean berkembangnya kader-kader lingkungan di Balikpapan. Kader-kader 
lingkungan di Balikpapan mayoritas adalah ibu-ibu dan merupakan pengelola 
bank sampah di wilayah masing-masing. Dikota Balikpapan, keberadaan bank 
sampah sangat didukung oleh tokoh formal seperti ketua RT/RW, Bank Sampah 





Tegalsari, Batu Ampar, Graha Indah, Sepinggan, Damai Bahagia, Damai Baru, 
Gunung Bahagia, Gunungsari Ulu, Manggar, Manggar Baru, dan Karang Joang. 
Penyebaran Bank Sampah di berbagai kelurahan tersebut tidak lepas dari 
kontribusi tokoh LSM lingkungan dan yayasan WALIBAR. Selama ini Yayasan 
WALIBAR telah merintis pembentukan, melatih, dan membina beberapa bank 
sampah di kota Balikpapan, Yayasan WALIBAR selalu melibatkan tokoh-tokoh 
masyarakat terutama ibu-ibu Dasawisma, ketua RT dan RW dalam mengelola dan 
membina bank sampah, Penelitian ini lebih fokus pada  peran Toko Mayarakat 
dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang penulis 




 Muchammad Zamzami Elamin (2017), Analisis Pengelolaan Sampah Pada 
Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Hasil dari 
penelitian ini adalah  Warga desa tidak memiliki tempat sampah untuk melakukan 
proses pewadahan  sehingga warga terbiasa membuang sampah sembarangan dan 
membakarnya di sekitar rumah,. Hal ini menyebabkan sulitmya pengaplikasian 
pemilahan sampah, karena tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, 
maka warga membuang sampah rumah tangga yang berskala besar di lahan 
kosong atau tambak yang dimanfaatkan menjadi tempat pembuangan akhir. 
Minim dan mahalnya lahan menyebabkan desa disanah tidak memiliki tempat 
untuk pembuangan akhir. Susahnya akses keluar masuk desa membuat warga 
kesulitan membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat 
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akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga permasalahan sampah 
tersebut masih dipandang wajar. Menurut data penelitian dari karim, 2016 bahwa 
tingkat pendidikan warga desa disanah ditunjukkan dengan sebesar 123 orang 
tidak bersekolah, sebesar 240 orang lulusan taman kanak-kanak ( TK ), 167 orang 
lulusan sekolah dasar ( SD/MI ), 205 orang lulusan sekolah menengah pertama 
(SMP/SL TP), 185 orang lulusan sekolah menengah atas (SMA/SL TA), dan 20 
orang lulusan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola 
pikir masyarakat dan cara mengelola sampah. Warga dengan pendidikan rendah 
hanya mengetahui cara mengelola sampah dengan dibakar tanpa adamya 
pengolahan lebih lanjut. Persebaran warga sehingga warga terpusat pada satu 
wilayah sehingga menyebabkan sampah berserakan di wilayah tersebut. Ada 3 
tempat yang dimanfatkan untuk tempat pembuangan sampah ilegal yaitu di daerah 
awal masuk pemukiman melalui jalur darat terdapat kolam di bagian kanan jalan 
dan dua yang lain berada dijalan menuju ke tambak yang dipenuhi sampah-
sampah yang berada di beberapa titik di Desa disanah tanpa adanya pengelolaan 
lebih lanjut menyebabkan berkurangnya keindahan alam desa disanah. Selain itu, 
kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan karena bau kurang sedap 
yang muncul dari tumpukan sampah tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada 
kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan sampah, Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis kurangnya sarana dan prasarana penunjang 
dalam pengelolaan sampah di pekon purajaya.
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 Rizki Puteri Makyudin (2017), Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah 
Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), Hasil dari 
penelitian ini adalah permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah 
sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengelolaan TPA dengan 
sistem yang tidak tempat (masih berfokus pada lahan urug). Pengelolaan TPA 
terpadu merupakan suatu kebutuhan penting manusia. Keberadaan TPA sebagai 
tempat pembuangan akhir sampah sepatutnya diadakan dengan pertimbangan 
keamanan ketat terhadap pencemaran untuk masa sekarang dan mendatang. TPA 
telah menjadi salah satu cara penanganan sampah akhir yang populer karena 
sangat sulit untuk memusnahkan atau mengurangi jumlah produksi sampah yang 
dihasilkan dari aktivitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi 
sampah yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan manusia seiring dengan 
pertumbuhan populasi manusia yang pesat. Sulitnya mengelola TPA dan dampak 
lingkungan yang besar dari TPA mengharuskan pengelolaan TPA yang lebih baik 
lagi terutama dalam mengelola sampah dengan daur ulang. Banyak danpak positif 
yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang fokus pada pengelolaan dan 
pengurangan pencemaran serta melibatkan masyarakat agar berbasis  komunitas 
dari sumber sampah sampai ke TPA. Direkomendasikan agar sistem pengelolaan 
sampah di indonesia berbasis partisipasi komunitas dan tidak hanya 
mengandalkan TPA dengan sistem lahan urug. Sistem pengelolaan sampah 
berbasis komunitas sangat penting untuk dikembangkan karena hanya 
memerlukan biaya kecil, teknologi sederhana, mudah dioprasikan dan melibatkan 





sampah yang tidak komprehensif dari hilir dan melibatkan semua pihak menjadi 
hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. 
Penelitian ini fokus kepada perlunya adanya pengelolaan sampah berbasis 
komunitas , Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, hanya fokus kepada 




H. Metode Penelitian 
  1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian field research ialah penelitian lapangan atau penelitian 
dilapangan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama 
untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini dites 
kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing itu dilakukan dengan mencari 
apakah data-data yang mendukung teori tersebut. Yang kedua, yaitu untuk 
mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru 




a. Populasi dan Sampel 
1) Populasi 
 Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu,jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 
akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 
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 Dalam  Skrispi ini populasinya adalah pekerja 
pengelolaan sampah Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat berjumlah 12 orang dimana 7 orang 
pekerja pengelolaan sampah dan 5 orang masyarakat. 
2) Sampel 
 Sampel adalah sering di definisikan sebagai bagian dari populasi, 
sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara 
tertentu. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena 2 
(dua) hal yang pertama peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian 
sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti 
sebagian saja dari populasi, yang kedua peneliti bermaksud 
generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya,dalam arti mengenakan 
kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang 
luas.
20
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah direktur 
BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Pekon Purajaya Kecamatan Kebun 
Tebu Kabupaten Lampung Barat. 
2. Sumber data penelitian 
a. Data primer 
 Sumber data  primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari hasil penelitian di lapangan.
21
Data yang diambil berhubungan 
langsung dengan objek yang akan diteliti dan digambarkan sendiri 
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oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh 
dari hasil dokumentasi dari interview yang dilakukan peneliti. 
Dalam proposal skripsi penelitian ini dilakukan di Pekon Purajaya 
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 
b. Data sekunder 
  Data sekunder merupakan mencangkup dokumen-dokumen 
resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 
buku harian dan seterusnya.
22
 Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa dokumen-dokumen, Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
pengelolaan sampah yang di dapatkan dari lembaga atau instansi 
terkait dari aparatur Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat.  
3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data 
 Untuk dapat memeperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan 
metode-medote tertentu yang relevan. Dalam penelitian ini yang akan 
digunakan adalah : 
a. Teknik pengumpulan data 
1) Observasi 
Observasi adalah penentuan sampel penelitian dengan 
mengunakan tehnik-tehnik penentuan sampel yang 
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Dalam penelitian ini penulis akan mengamati kegiatan 
Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat. 
 Metode observasi penelitian ini penulis menggunakan 
pengamatan secara tidak berstruktur, tanpa menggunakan 
pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan 
berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. 
2) Wawancara  
 Wawancara adalah merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 
tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain 
untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh 
psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita 
seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan 
penelitian dan lain-lain.
24
 Dalam hal ini penulis akan bertanya 
langsung kepada aparatur Pekon Purajaya yang bekerja di 
bagian Badan Usaha Milik Pekon (Bump) Jaya Bersama Pekon 
Purajaya dan beberapa Masyarakat Pekon Purajaya. Wawancara 
baik dilakukan secara lisan maupun tertulis baik ke kepada 
aparatur Pekon Purajaya yang bekerja di bagian Badan Usaha 
Milik Pekon (Bump) Jaya Bersama Pekon Purajaya dan 
beberapa Masyarakat Pekon Purajaya. 
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  Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini 
adalah wawancara tertruktur yaitu setiap responden diberi 
pertanyaan yang sama, dan pengumpul data dengan cara 
mencatatnya. Tujuan wawancara seperti ini adalah untuk 
menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak 
yang di ajak wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara 
teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau salah 
satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk 
memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan berupa 
atatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya.
25
 Dengan demikian metode dokumentasi adalah 
suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa 
catatan arsip yang ada. Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
mengenai gambaran umum Pengelolaan Sampah Di Pekon 
Purajaya. 
b. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 








 Pengelolaan data merupakan proses menimbang, 
meyaring, mengatur dan mengklarifikasikan data yang telah di 
olah. Menimbang dan menyaring data alah benar-benar memilih 
data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengatur 
dan mengklarifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun 
menuntut aturan tertentu.
27
 Pada umumnya pengelolahan data 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
28
 
1) Pemeriksaan data (editing) Editing data yaitu mengoreksi 
apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai atau 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
2) Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda 
yang menandakan sumber data, pemegang hak cipta, atau 
urutan rumusan masalah. 
3) Rekontruksi data (reconstruction) yaitu menyusun data secara 
teratur, berurutan dan logis sehingga mudah di pahamai dan di 
presentasikan. 
4)  Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan 
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4. Tehnik Analisis Data 
Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka 
selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 
metode berfikir deduktif. Metode berfikir induktif adalah keputusan  baru 
yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan  yang bersifat 
khusus. 
I. Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya 
sisitematika penulisan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapaun 
sistematika tersebut dibagi dalam per bab,  
yaitu meliputi : 
a. Bab pertama, Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah 
yang erat kaitanya dengan pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar 
dan memberi penjelasan mengenai skrispsi ini, yang meliputi : Penegasan 
Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 
Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
b. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi : Hukum Islam Dan 
Perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. 
c. Bab Ketiga, Dekskripsi Penelitian, yang meliputi : Sejarah, Geografi Dan 





Barat, Isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Penerapan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 
Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung 
Barat, Bentuk-Bentuk Penerapan Dan Contoh-Contohnya Dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Di Pekon Purajaya Kecamatan 
Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Keberhasilan Penerapan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat, Faktor Kelemahan Penerapan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat, Faktor Pendukung Dan Kekurangan 
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun 
Tebu Kabupaten Lampung Barat. 
d. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi : Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
Pengelolan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 
Kabupaten Lampung Barat, Pandangan Hukum Islam Tentang 
Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 






e. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub 






 BAB II 
 LANDASAN TEORI 
 
A. Hukum Islam Dan Perkembangannya 
1. Pengertian Hukum Islam 
  Hukum Islam atau disebut fiqh muncul sebagai cabang ilmu 
pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu pengetahuan tersendiri dan 
terpisah dari ilmu hadist sekitar akhir abad pertama hijrah, yaitu sejak 
munculnya para fuqaha dan ahlu hadist setelah meninggalkannya, Said Ibnu 
al-Musaiyah dan Abu Bakar Ibnu  Abdur Rahman. karena sejak itu 
bermunculanlah kumpulan ketetapan hukum yang tersusun dalam dokumen 
catatan secara sistematis dengan sebutan fiqh yang dijadikan sebagai objek 
pembelajaran tertentu dan terpisah dari hadist. Sehingga dikenal dan 
populerkan tahun 94 H Sebagai Tahun Fuqoha.
30
 
 Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-
kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul 
mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 
kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua 
pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul 
untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-
hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh 
seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun 
yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti 
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jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah hanya 
sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah 
kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt 
untuk mengatur hubungan manusia manusia dengan sesamanya. Aturan 
tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan 
Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang 
diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, 
baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun 
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang 
dilakukan oleh umat Muslim semuanya. 
  Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering 
digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah 
atau wilayah kajian islam yang secara umu dan sering juga dinyatakan 
dengan sebutan hukum Syara atau Syari’ah.
31
 
2. Sumber Hukum Islam 
  Bahasan hukum dalam referensi ushul dan fiqh pada umumnya 
masih sering meninggalkan kesan kerancuan mengenai pengertian sumber 
hukum dan dalil hukum. Karena apa yang disebut sumber sering juga 
disebut dalil. Oleh karena  itu perlu dijelaskan terlebih dahulu, apa yang 
                                                             






dimasudkan dengan dalil dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya 
dalam kajian hukum islam. 
  Memperhatikan batasan mengenai hukum Islam tersebut maka 
bicara soal hukum Islam tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang dalil 
hukum. untuk mengetahui dalil hukum itu sendiri perlu merujuk kepada 
sumber pokoknya yang baku, yakni al-Quran dan Sunnah. 
  Sumber hukum dimaksudkan di sini adalah suatu titik awal dimana 
didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri. Untuk mengenal dan 
mengetahui apa yang menjadi sumber hukum dalam Islamnya dapat 
ditemukan jawabannya melalui petunjuk sumber ajaran Islam,yaitu Al-
Quran dan Sunnah. 
  Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah 
aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena 
banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang 
agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung 
kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai 
solusinya, yaitu sebagai berikut:  
a. Al-Quran 
  Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab 
suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi 
Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-
kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, 






bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta 
masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat Al-Quran 
menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. 
b. Al-Hadist  
 Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala 
sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa 
perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung 
aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam 
Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga 
disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan 
(sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW 
yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. 
c. Ijma 
 Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. yang dapat 
dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat,tabiin 
(setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah 
berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, 
sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. 
d. Qiyas 
 Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits 
menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran 






dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya 
jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam 
agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk 
mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus 
lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal 
itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus 
yang ada nashnya. 
3. Macam-Macam Hukum Islam 
   Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus 
ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus 
dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama 
yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami 
adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum 
kehidupan manusia tertuang di dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi 
SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam : 
a. Wajib  
 Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan 
mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh 
dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, 
memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi 








b. Sunnah  
  Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk 
dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau 
sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala 
dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. 
Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang 
dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, 
mengeluarkan sedekah dan sebagainya.  
c. Haram  
 Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan 
mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 
Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, 
minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.  
d. Makruh  
   Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika 
meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari 
perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.  
e. Mubah  
 Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama 
antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah 








4. Tujuan Sistem Hukum Islam 
   sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. 
Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam 
telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan 
manusia, yaitu sebagai berikut.  
a. Pemeliharaan atas keturunan 
 Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan 
mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk 
menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, 
seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan 
mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.  
b. Pemeliharaan atas akal  
 Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat 
memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau 
beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk 
menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika 
akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan 
aktivitas berpikirnya akan terganggu.  
c. Pemeliharaan atas kemuliaan  
 Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan 
melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga 
kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat 









d. Pemeliharaan atas jiwa  
 Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap 
siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam 
Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.  
e. Pemeliharaan atas harta  
 Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan 
potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat 
keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran 
terhadap harta orang lain.  
f. Pemeliharaan atas agama  
 Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk 
menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah 
memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam 
mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain 
tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang 
pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku 
untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni 
sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama 










5.  Klasifikasi Hukum Islam 
  Bertolak dan beranjak dari Sumber hukum dan mengacu pada 
tunjukan dalil maka di sepakati bahwa hukum Islam mencangkup 2 bidang 
kajian hukum dalam Islam, Yaitu : 
a. Hukum Syara 
b. Hukum Fiqh 
 Hukum Syara adalah hukum yang dinyatakan langsung secara 
tekstual dalam ungkapan wahyu, jelaslah hukum syara itu tidak lain adalah 
hukum eksplisit nash Al-Quran dan atau Sunah. Sedangkan Fiqh adalah 
istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu.
32
 Maksudnya 
bahwa kata fiqh itu adalah merupakan istilah yang diguakan sebagai 
sebutan bagi hukum hasil ilmiah. Dari sini dapat difahami bahwa hukum 
fiqh menurut Ahmad Hasan adalah hukum yang dihasilkan melalui proses 
dan kerja nalar ilmiah dari sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. 
6.  Lingkup Kajian Hukum Islam 
  Kajian hukum Islam Menurut lingkup target kemaslahatan yang 
hendak dijangkau terbagi dalam 2 kelompok kemaslahatan, yaitu 
kemaslahatan dunia dan kemaslahatn akhirat. Untuk ketentuan hukum 
kemaslahatan hidup diakhirat termasuk dalam cabang ibadah, yaitu 
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masalah yang berkaitan dengan urusan pendekatan diri kepada allah. 
Sedangkan hukum yang menawarkan kemaslahatan hidup didunia, yaitu 
yang berkaitan dengan pengaturan pemeliharaan kemaslahatan sosial 
kemasyarakatan (sebagian ulama memasukkannya ke dalam kelompok 
cabang adat).
33
 terbagi dalam beberapa cabang sesuai bidang 
permasalahannya, seperti masalah hubungan keluarga, hubungan perdata 
dan hubungan pidana. 
  Berdasarkan kemaslahatan yang hendak dicapai sebagai tujuan 
hukum dalam islam itulah maka hukum islam dikelompokkan ke dalam  
kelompok cabang ilmu hukum yang masing-masing mencangkup beberapa 
disiplin ilmu hukum tertentu.
34
 
a. Cabang hukum ibadah dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin 
ilmu hukum yaitu : 
1) Hukum Ibadah shalat 
2) Hukum Ibadah zakat 
3) Hukum Ibadah puasa 
4) Hukum Ibadah haji 
b. Cabang hukum keluarga dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin 
ilmu hukum yaitu : 
1) Hukum perkawinan 
2) Hukum Waris 
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3) Hukum Pengampuan 
c. Cabang hukum perdata dengan cakupanya terhadap beberapa disiplin 
ilmu hukum yaitu : 
1) Hukum Dagang 
2) Hukum Administrasi 
d. Cabang hukum pidana dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin 
ilmu hukum yaitu : 
1) Hukum pidana 
2) Hukum acara 
3) Hukum Tatanegara dan Tata Pemerintahan 
7. Pengertian Fiqh Siyasah 
 Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam".
35
 Fiqh secara etimologis 
adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 
pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud 
perkataan dan perbuatan.
36
 Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan 
tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan 
yang di perboleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil 
atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an 
dan sunnah).
37
Kata siyasah yang bersal dari kata sasa,  yang berarti 
mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 
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pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan 
bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatau. 
Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, 
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 
pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab 
Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan 
yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 
mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'ruf memberi batasan siyasah 
adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka 
kejalan keselamatan.adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah 
"mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 
kemaslahatan. Dari uraian tentang Fiqh dan Siyasah maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
a. Objek Kajian Fiqih Siyasah 
 Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi 
lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang 
pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 






 Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat 
teknis Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-
Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup 
kebijaksanaan pemerintah tentang :  
1) Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan).  
2)  Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).  
3) Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan).  
4) Siyasah Harbiyyah (hukum perang).  
5) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).  
Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:  
1)  Qadha’iyyah (Peradilan). 
2) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara). 
3) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).  
4) Siyasah  Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan 
Internasional).   
Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-
Siyasah al-Syar’iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian 
saja, yaitu:  
1) Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan) 
2) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan 
Internasional). 






Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka diIndonesia 
T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah 
menjadi delapan bidang, yaitu:  
1) Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan).  
2) Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum).  
3) Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan).  
4) Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).  
5) Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara).  
6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik Hubungan 
Internasional).  
7) Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan). 
8) Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan).38 
 Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai 
kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah 
(politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai siyasah 
dusturiyah, dibidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah 
yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-
Quran, As-Sunnah dan ajaran ajaran yang diambil dari perilaku politik dan 
pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah 
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yang empat. Salah satu objek kajian fiqh siyasah adalah siyasah 
dusturiyah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. 
Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 
politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) 
Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kadalam bahasa arab, 
kata duturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. 
Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar 
dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 
(konstitusi).  
b. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah 
 Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, 
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 
pemerintah dan poloitik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-
Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 
membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan 
untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni 
mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. 
 Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturi. Semula 
artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 
politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 






Zoroaster (majusi). Setelah mengalami peneyerapan  kedalam bahasa 
arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas 
dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah 
yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun 
tertulis. 
 Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma 
aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan 
utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan 
dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masingsetiap 
negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum 
syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik 
mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya. 
 Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai 
syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya 
yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at 
yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi 
SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun 
berbagai macam hubungan yang lain.  
 Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian 






juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang 
dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 
negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-
undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep 
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara 
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 
dilindung. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang 
dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 
dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa 
memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. 
Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. 
c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 
 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 
luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 
siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu: 
1) Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus 
tataan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk 
melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia. 
2) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam 






perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara 
dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama. 
       Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-
ayat yang berhubugan dengan prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalail-dalai kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, 
kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan 
hukum di negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebikan Khulafa al-
Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka 
mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan 
pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu 
berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahan ummat. 
Keempat, adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh dusturiyah 
hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan 
prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima 
adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan 
prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis 
yang sering diistilahkan dengan konvensi. 
       Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan 
yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai 
hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa 
diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim 






tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari 
kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, 
daan budaya. 
      Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang  
    antara lain: 
a) Bidang siyasah tashri'iyah, termasuk dalam permasalahan al-hall wa 
al-'aqd, perwakilan permasalahn rakyat, seperti Undang-Undang 
Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dan lain sebagainya. 
b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk dalamnya persoalan imamahi, 
bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-alin. 
c) Bidang  siayasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
d) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. 
Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang 
pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan oleh: 
a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti 
yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap 
perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan 
pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi 
tugas untuk menjalankan pemerintah.
39
 Sedangkan para 
                                                             






fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada 
hal-hal praktis. 
b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, 
negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula 
pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan 
digunakan sebagai alat negara. 
c) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), 
karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan 




d) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang 
dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah 
masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para 
fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah 
kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.
41
 
e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak 
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Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama islam yang 
membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-
farabi, Ibnu sina, Al-mawardi, Al-gazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun. 
Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution 
dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dsar dalam bahasa 
Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil dari 
kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan 
untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan 
dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan 
prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu 
negara. Sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu 
perundang-undangan adan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 
d.  Dasar hukum siyasah dusturiyah 
1. Al-Qur'an 
Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang 
dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan 
kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam 
hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah 
dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus 
mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur islam. 
Para okoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an 






menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah 
mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan 
zaman terus berjalan. 
Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait 
dengan siyasah dusturiyah ialah: 
2. Sunnah 
Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 
membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara 
komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segrenap 
ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah 
biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui 
langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke 
generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang 




3. Ijma  
 Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama 
untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat 
dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 
kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.
44
 Apabila 
                                                             
  43 Ridwan HR, Fiqh Politik; gagasan harapan dan kenyataan (Jakatra: Raja Grafindo Persada, 
2010), hlm, 53. 






didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju 
dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma 
tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil al-qur'am yang 
menerangkan tentang ijma yakni: 
                    
                      
                  ا 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah rosul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu barlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada  Allah (Al-Qur'an) dan rasul 
(Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.
45
( Q.S. An-Nisa' (4) : 59 ) 
4. Qiyas  
Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan 
suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku 
tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif 
antara bentuk prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya 
dengan suatu prinsip umum.
46
 Metode qiyas ini biasanya digunakan 
untuk menetukan hukumyang jelas ada berbagai permasalahan yang 
                                                             
45  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2015) 
  46  Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 






banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-
qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum 
yang dihadapi. 
e. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah 
 Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah merupakan salah satu ruang 
lingkup fiqh siyasah yang di dalamnya membahas persoalan imamah, 
persoalan bai’ah,wizarah,waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-
Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan isilah ulil 
amri dan dikepalai oleh seorang Amir dan Khalifah. Istilah ulil amri 
tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga 
untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang 
lebih luas. 
 Berdasarkan al-quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan 
untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat 
bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari 
dosa dan pelanggaran. Tugas al-sulthan tanfidziyyah adalah 
melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan 
untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang 
telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk 
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan 
dilaksanakan tersebut.  
 Dalam hal Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Pekon 






Tnfidziyyah Syar’iyyah yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 
Sampah. Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon 
Purajaya bertanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah 
tersebut. Oleh karena itu melalui program kerjanya, Badan Usaha Milik 
Pekon (BUMP) Jaya Bersama Pekon Purajaya dianjurkan 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan sampah dmi mewujudkan tujuan dibentuknya peraturan 
daerah tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk 
mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada. 
 Wujud tanggung jawab Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) Jaya 
Bersama Pekon Purajaya sebagai Tanfidziyyah Syar’iyyah yang 
sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah swt, namun dalam 
kepemimpinanya tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia 
lainya yang dipimpin dalam bentuk laporan kegiatan.  
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor  4 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Sampah 
 Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan 
sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta 
masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang 
besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta 






Daerah Kabupaten Lampung Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat  Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Sampah ini disahkan pada tanggal 15 Oktober 2018 di 
Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Disahkan Langsung 
oleh bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus.
47
 
 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. 
Misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini 
tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan 
yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas 
kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana 
dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau 
pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain 
itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai 
dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan 
organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur-ulang 
dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. 
 Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan 
kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya 
Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang 
tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sedangkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
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Pengelolaan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan 
sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008. 
 Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah 
dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah 
Kabupaten Lampung Barat sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan 
fungsi lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan Sampah. Pengelolaan 
Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat 
guna mewujudkan pembangunan. berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Lampung Barat seutuhnya. 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:  
1. Pengelolaan persampahan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan 
pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk 
pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, 
teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga 
tanggap terhadap perilaku masyarakat  
2. Perizinan di bidang persampahan, adalah izin yang diberikan untuk kegiatan 
pengelolaan persampahan.  
3. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, adalah pembayaran atas 







 Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang 
berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial, fasilitas 
umum, fasilitas pendidikan/ sekolah, fasilitas sosial, tempat industri, 
pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal 
diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara 
pemerintah dan masyarakat.  
 Begitu juga dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah, pelaku usaha 
dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan 
Sampah. Dalam kegiatan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah 
memberikan pelayanan pengelolaan Sampah. Sedangkan kegiatan 
pengelolaan Sampah oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dapat 
dilakukan secara swakelola atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa 
pengelolaan persampahan dan kebersihan. Di samping itu Pemerintah Daerah 
juga berhak untuk menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan 
dan menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan persampahan. Peraturan 
ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat juga berperan aktif dalam 
masalah pengelolaan sampah ini 
 Dalam pengelolaan persampahan tidak hanya Pemerintah Daerah dan 
masyarakat saja yang terlibat, namun juga ada penyedia jasa pengelolaan 
persampahan yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Penyedia jasa pengelolaan 
persampahan inilah yang nantinya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 






pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk 
pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, 
teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga 
tanggap terhadap perilaku masyarakat. 
Sebelum melakukan pengelolaan sampah, penyedia jasa pengelolaan 
persampahan ini harus melakukan izin pelayanan pengelolaan persampahan 
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Setelah mendapat izin pengelolaan persampahan 
sudah dapat dilakukan. Selama proses pengelolaan sampah, mereka harus 
melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap satu bulan sekali 
kepada instansi teknis. 
Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib menjaga dan memelihara 
prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan 
rekomendasi dari instansi teknis yang digunakan dengan aspek kelayakan, 
keindahan dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemilahan sampah. 
Selain itu mereka dapat memungut biaya jasa pelayanan persampahan kepada 
pelanggan. 
 Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2018 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan 
sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 
linkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
48
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Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan sampah yang harus dikelola yaitu : 
1. Sampah yang dikelola berdasarkanUndang-Undang ini terdiri atas : 
a. Sampah rumah tangga 
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan 
c. Sampah spesifik. 
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk 
tinja dan sampah spesifik. 
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas 
lainya. 
4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun 
c. Sampah yang timbul akibat bencana 
d. Puing bongkaran bangunan 
e. Sampah yang timbul secara periodik49 
 Pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya 
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
50
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  Tugas pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
terdiri atas : 
a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam pengelolaansampah; 
b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan 
penanganansampah; 
c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatansampah; 
d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 
prasarana dan sarana pengelolaansampah; 
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 
pengolahan sampah; 
f. Menyediakan unit pelayanan pengaduanmasyarakat; 
g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani 
sampah;dan 
h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaansampah.
51
 
 Dalam penyelengaraan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai 
kewenangan: 
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a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 
kebijakan nasional dan provinsi 
b. Menyelengarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh 
pemerintah 
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 
yang dilaksanakan oleh pihak lain 
d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,tempat 
pengolahan sampah terpadu,dan/atau tempat pemrosesan akhir 
sampah 
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berskala setiap 6 (enam) 
bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir 
sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutu, dan 
f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 
sampah sesuai dengan kewenangannya. 
Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat 
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada 
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Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 
tanga terdiri atas : 
a. Pengurangan sampah, dan 
b. Penanganan sampah.53 
1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
huruf a meliputi kegiatan: 
a) Pembatasan timbulan sampah 
b) Pendauran ulang sampah, dan/atau 
c) Pemanfaatan kembali sampah 
2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap 
dalam jangka waktu tertentu 
b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan 
c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah 
lingkungan 
d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur 
ulang,dan 
e) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang 
3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 
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menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat di guna ulang, 
dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 
4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan 
yang dapat diguna ulang,didaur ulang,dan/atau mudah diurai 
oleh proses alam. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2),ayat(3),dan ayat 
(4) diatur dengan peraturan bupati.
54
 
Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan 




a. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola 
sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di pekon/kelurahan, 
kawasan, komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
b. Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan 
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Didalam pasal 24 dijelaskan : 
1) lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
23 ayat (1) tingkat rukun tangga (RT) mempunyai tugas: 
a) memfasilitasi tersedianya temapt sampah rumah tangga di 
masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat 
sampah rumah tangga ke TPS,dan 
b) Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-
masing rumah tangga. 
2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 23 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas: 
a) Mengkordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat 
rukun tetangga, dan 
b) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan  sementara 
ke peratin/lurah. 
3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 23 ayat (1) tingkat pekon/kelurahan mempunyai tugas: 
a) Menkordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat 
rukun warga 
b) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah 
mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga,dan 
c) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara 






4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 23 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas : 
a) Mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat 
kelurahan 
b) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah 
mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan 
lingkungan kawasan,dan 
c) Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara 
dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD atau 
BLUD yang membidangi persampahan.
57
 
Setiap orang memiliki hak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan 
sampah secara baik dan berwawasan lingkungab dari pemerintah daerah dan/atau 
pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan 
sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tapat waktu mengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mendapatkan perlingungan dan 
kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir 
sampah dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
58
 
Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara 
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yang berwawasan lingkungan, pengelola kawasan pemukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 
fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan 
air limbah sesuai peraturan yang berlaku, setiap bangunan wajib menyediakan 
fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang 
ditempatkan dalam pekarangan masing-masing, setiap pedagang wajib 
menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar 
tempatnya berjualan,setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib 
menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan, alat angkut yang ditarik dengan 
hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga 
agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik, bupati wajib 




Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, peran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan melalui pemberiaan usul, pertimbangan, dan saran kepada 
pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui 
forum yang keanggotaannya terdiri atas  pihak-pihak terkait, pemberian saran dan 
pendapat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan 
melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait, 
melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan 
pemerintah daerah atau pihak lain dan pemberian pendidikan dan pelatihan, 
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kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota 




Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah 
ditentukan,membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan,membakar 
sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, 
melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping) dan memasukan 
sampah ke dalam wilayah kabupaten.
61
 
Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang 
melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam paal 46, sanksi administratif 
yang dimaksud pada ayat (10 berupa: 
1. Teguran tertulis 
2. Paksaan pemerintah 
3. Uang paksa, dan/atau 
4. Pencabutan izin 




Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
46 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),tindak pidana sebagaimana 
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dimaksud ayat (1),merupakan pelanggaran, selain ancaman pidana sebagaimana 
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